
BAB 1

 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

	Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini semakin pesat, baik dari usaha jasa, dagang, dan manufaktur. Usaha tersebut dapat berjalan dengan baik pada suatu perusahaan tentunya membutuhkan tenaga kerja, dibarengi dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji, dan tunjangan bagi tenaga kerja (pegawai), selain itu, perusahaan dalam hal ini pemberi kerja juga mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai.
	Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan  nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut, yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
	Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, salah satu yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan 
	Biaya perjalanan dinas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk suatu tugas perusahaan atau instansi pemerintah yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, baik itu di wilayah kerja maupun di luar wilayah kerja atas dasar perintah dari pejabat pemberi tugas. Biaya tersebut meliputi biaya tranportasi, biaya harian (uang makan, dan uang saku), biaya penginapan, dan uang representasi yang sudah dihitung berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan.
	Perum BULOG Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang logistik pangan. Selain menjalankan usaha tersebut, Perum BULOG Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo juga mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melapor pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap pegawai. Salah satu penghasilan yang dipotong adalah biaya perjalanan dinas.
	Muncul kebingungan dalam dunia kerja di mana biaya perjalanan dinas merupakan penghasilan karena kalau diakui sebagai penghasilan artinya timbul pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas biaya perjalanan dinas. 
	berdasarkan uraian tersebut Penulis ingin mengetahui, dan tertarik melakukan penelitian dengan judul Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Biaya Perjalanan Dinas Pada Perum BULOG Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo
1.2  Rumusan masalah
	   Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam laporan akhir praktek  ini adalah 
1. Bagaimana mekanisme pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas biaya perjalanan dinas pada Perum BULOG Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo ?
2. Apakah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas biaya perjalanan dinas telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
1.3  Tujuan penelitian
	     Adapun tujuan penelitian dari Laporan Akhir Praktek ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas biaya perjalanan dinas pada Perum BULOG Divre Sulawesi utara dan Gorontalo
2. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 21 atas biaya perjalanan dinas yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
1.4  Manfaat Penelitian
	Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian sebagai berikut :


1. Bagi perusahaan
Diharapkan dapat memberi informasi tambahan, dan dijadikan masukan serta evaluasi khusus pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas biaya perjalanan dinas.
2. Institusi 
Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.
3. Bagi Penulis
Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dan menambah wawasan, apabila nantinya sudah bekerja disuatu perusahaan atau instansi pemerintah.
1.5   Metode Analisis Data
	   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulalitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu metode yang menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, suatu praktek akuntansi  atau perpajakan, dan membandingkan dengan standar yang berkaitan dengan materi.
1.6  Deskripsi Umum Perusahaan
A. Sejarah singkat 
	Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presedium kabinet No. 114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1987, yang dimaksud untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas, perubahan berikutnya dilakukan melalui Kepres Nomor 103 Tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gisi pangan.
	pada tanggal  24 september 1993 diresmikan kantor Depot Logistik (DOLOG) di Sulawesi Utara, dan setelah negara Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1998 barulah disusun kembali mengenai tugas pokok dan fungsi BULOG dan ditetapkan pada tanggal 20 januari 2003 bahwasannya status BULOG dari Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk Perusahaan Umum. sehingga DOLOG yang berada di seluruh Ibukota Provinsi berubah nama menjadi divisi regional, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, dan Gorontalo 
	Perum BULOG Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo juga memiliki 3 ( tiga ) kantor cabang  antara lain :
a. Sub Divre Bolaang Mongondow, dengan memiliki 1 (satu) gudang penyimpanan bahan pangan pokok dan pangan pokok lain
b. Sub Divre Tahuna, dengan memiliki 5 (lima) gudang penyimpanan bahan pangan pokok dan pangan pokok lain
c. Sub Divre Gorontalo, dengan memiliki 3 gudang penyimpanan bahan pangan pokok dan pangan pokok lain, dan untuk wilayah Manado memiliki 2 (dua) gudang penyimpanan yang terdapat di kota Bitung.
B. Struktur organisasi dan job deskripsi 
Gambar 1.1
Struktur Organisasi  bidang Administrasi dan Keuangan

Sumber : data olahan
1. Kepala bidang Administrasi & Keuangan 
Melaksanakan pengelolaan SDM dan hukum, sekkretariat, umum, dan humas, keuangan, akuntansi, perpajakan, manajemen resiko, dan kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala bidang Administrasi, dan keuangan mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan yaitu SDM dan hukum, Sekretariat, umum, dan humas, Keuangan, dan Akuntansi, manajemen resiko dan kepatuhan. Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari : 
a. Seksi SDM dan Hukum
b. Seksi Sekretariat ,Umum dan Humas
c. Keuangan
d. Akuntansi, manajemen resiko, dan kepatuhan
Setiap seksi mempunyai tugas dan tanggung jawab, yang di koordinir oleh kepala seksi antara lain :
a. Kepala seksi SDM dan Hukum
Mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan data dan sistem informasi SDM, pendataan kebutuhan, dan pengembagan SDM pengusalan rotasi, mutasi dan promosi karyawan, pengelolaan administrasi dan kesejateraan karyawan; penerapan K3LH, penyusunan dan penelaan perjanjian atau kontrak, pelayanan konsultasi hukum, penanganan, dan pemantauan penyelesaian klaim, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengelolaan SDM dan Hukum
b. Kepala Seksi Sekretariat, Umum, dan Humas
Mempunyai tugas pokok melakukan  pengolahan surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi, dan arsip dokumen perusahaan, kegiatan protokoler, administrasi, dan perjalanan dinas pengolahan berita dan informasi, menjalin komunikasi dengan media masa, masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, pengolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKLB) dalam rangka meningkatkan citra baik perusahaan, pengolaan kerumahtanggan, pemeliharaan sarana dan prasarana (bangunan, kendaraan,dan sarana lainnya) Divre Sulut dan Gorontalo; pengajuan usulan pengadaan sarana kantor dan sarana lainnya, dan replacement and rehab (RR) inventarisasi dan administrasi aset tetap, serta memantau mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan sekretariat, umum, dan Humas
c. Kepala Seksi Keuangan 
Mempunyai tugas pokok melakukan administrasi dan verifikasi seluruh proses penerimaan dan pengeluaran transaksi keuangan, baik untuk kegiatan operasional maupun komersial, penyelesaian tagihan atau piutang usaha, pengendalian dan realisasi anggaran, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan keuangan
d. Kepala Seksi Akuntansi, Manajemen Resiko, dan Kepatuhan
Mempunyai tugas pokok melakukan pencatatan, pengecekan, pengoreksian dan pengarsipan seluruh transaksi keuangan, pencatatan transaksi buku tambahan terhadap pengecekan, perhitungan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, dan penyimpanan dokumen Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan pajak lainnya,  peyusunan laporan keuangan Divisi regional pengelolaan dan penerapan manajemen resiko dan kepatuhan di Divisi regional, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan akuntansi.
C. Aktivitas usaha perusahaan
        Aktivitas usaha mencakup dua kegiatan yaitu
1. Pelayanan Publik
Pemerintah menugasi perum BULOG untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dalam kegiatan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 03 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Perum BULOG Divre Sulut, dan Gorontalo mempunyai 3 tugas  pelayanan publik yaitu :
1. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
2. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program Beras Miskin (Raskin)
3. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan, (dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah). 
      Penyaluran beras miskin (Raskin) atau beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sejahtera (RTS) yang dilaksankan oleh tim koordinasi yang telah dibentuk sebelumnya. Penyaluran raskin diawali dari permintaan alokasi (Surat Permintaan Alokasi – SPA) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. SPA tersebut ditujukan kepada Kadivre atau Kasubdivre yang membawahi wiayah tersebut. Atas SPA tersebut, oleh tim koordinasi raskin setempat dibahas jadwal penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan waktu, tenaga, dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras ketitik distribusi, tim koordinasi raskin melakukan pengecekan kondisi beras raskin yang akan disalurkan. Raskin kemudian dikirimkan ketitik distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS yang terdata di wilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah dari Perum BULOG. Apabila ada perubahan data RTS adalah kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan. Berikut ini adalah gambar alur distribusi beras sejahtera sampai titik distribusi.
Gambar 1.2
Alur distribusi Raskin dari gudang BULOG  sampai pada titik distribusi
[image: RASKIN sebagai simpul perberasan Nasional]
      Sumber : Perum BULOG Divre Sulawesi Utara & Gorontalo
2. Komersial dan Pengembagan Bisnis
Kegiatan komersial dan pengembangan bisnis mencakup 2 (dua) usaha antara lain :
a. Jasa
Usaha jasa meliputi jasa pemberdayaan aset, seperti gedung, tanah kosong, rumah dinas, dan aset lainnya, jasa survei, perawatan kualitas dan pemberantasan hama, serta jasa angkutan, khusus untuk jasa angkutan dikelolah oleh PT. Jasa Prima Logistik Bulog (JPLB) yang merupakan anak perusahaan dari Perum BULOG.
b. Dagang
Usaha dagang meliputi penjualan komoditas pangan pokok (beras) dan pangan pokok lain (gula, jagung, terigu, rica,bawang, dan minyak goreng) yang  pengadaannya di peroleh dari dalam negeri, dan ada juga dari luar negeri. Khusus untuk pengadaan beras impor dari Vietnam dan Thailand. Penjualan pangan pokok dan pangan pokok lain pasar dijual ke pasar yang ada di Manado melalui distribution center (DC), pelanggan tetap yang sudah terdaftar yang dikenal sahabat rumah pangan kita (RPK), dan melalui pasar murah didepan kantor. Perum BULOG juga memiliki usaha manufaktur pengilingan Gabah/beras yang di kenal dengan Unit Pengelola Gabah dan Beras (UPGB), tapi untuk Divre Sulawesi utara dan Gorontalo sedang di nonaktifkan. 
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